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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Hakim  telah  menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh: 

Hermen bin Bustam, NIK 1704071908740001, tempat dan tanggal lahir, Kinal,

19  Agustus  1974,  agama Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

buruh  tani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Tebing  Rambutan,

Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Erti Sunita binti Sudirman, NIK 1704076501820004, tempat dan tanggal lahir:

Kinal,  25  Januari  1982,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  buruh  tani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Tebing

Rambutan,  Kecamatan  Nasal,  Kabupaten  Kaur,  sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  berdasarkan  surat

permohonannya  tanggal  28  Juli  2023  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Bintuhan  dengan  Register  Nomor  61/Pdt.P/2023/PA.Bhn

pada tanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II

pada hari Senin, 18 Mei 1998, di Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang

Daratan, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status  gadis dan jejaka;

2. Bahwa,  yang  menjadi  wali  nikah  waktu  itu  adalah  ayah  kandung

Pemohon II  bernama Sudirman dan yang bertindak menjadi  saksi  nikah

saat itu adalah puase dan Saito;
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3. Bahwa,  mas  kawin  adalah  berupa  uang  Rp.20.000,-(dua  puluh  ribu

rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  dilakukan

secara syariat Islam dan belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah (P3N) setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah, sesuai dengan

surat keterangan tidak tercatat Nomor: 185/Kua.07.7.6/PW.01/07/2023;

5. Bahwa,  pernikahan Pemohon I  dengan Pemohon II  telah  dikarunia  3

(tiga)  orang  anak,  anak  pertama  yang  bernama  Rozi  Bimantara  bin

Hermen, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Bunian, 04 Maret 1999, anak

kedua  yang  bernama  Sendi  Sulaiman  bin  Hermen,  tempat  dan  tanggal

lahir:  Tanjung Bunian,  19  April  2004,  anak ketiga  yang bernama Helma

Yuniarti binti Hermen, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Bunian, 19 Oktober

2007;

6. Bahwa,  pernikahan Pemohon I  dengan Pemohon II  tidak  pernah ada

yang murtad dan tidak pernah cerai;

7. Bahwa,  Pemohon  I  tidak  ada  istri  lain  selain  Pemohon  II  demikian

Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan

untuk  melangsungkan  pernikahan  baik  karena  hubungan  keluarga,

hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk

mengurus dan/atau mendapatkan buku nikah;

10. Bahwa,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  orang  yang  tidak

mampu  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  tidak  mampu  Nomor:

265/SKTM/TBR/VII/2023  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Tebing

Rambutan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

11. Bahwa,  oleh  karena Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  mampu

(miskin),  maka Pemohon I  dan Pemohon II  mohon kepada Hakim yang

menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar

memberikan  izin  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  berperkara

secara Prodeo;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan

di  atas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan
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Agama Bintuhan,  melalui  Hakim yang memeriksa  dan mengadili  perkara  ini

berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan  sahnya  pernikahan  Pemohon  I  (Hermen  bin  Bustam)

dengan Pemohon II yang bernama (Erti Sunita binti Sudirman) yang telah

dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 18 Mei 1998, di

Desa  Sinar  Gunung,  Kecamatan  Sindang  Daratan,  Kabupaten  Rejang

Lebong;

3. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-

cuma (prodeo);

4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini.

Subsider:

Jika  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana

Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa  Hakim  telah  membacakan  Pengumuman  Nomor

61/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa  untuk  mendukung  dan  menguatkan  dalil  permohonannya,

Pemohon  telah  mengajukan  bukti  berupa  dua  orang  saksi  untuk  di  dengar

keterangannya di muka sidang sebagai berikut:

1. Sawan Tasir bin Kamarsan, tempat tanggal lahir, Pelajaran, 29 Mei 1970,

agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani,  tempat tinggal  di  Desa

Pelajaran,  Kecamatan  Tanjung  Kemuning,  Kabupaten  Kaur.  Saksi

merupakan teman kerja dikebun Pemohon II,  di  bawah sumpahnya pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri

yang  telah menikah pada hari Senin, tanggal 18 Mei 1998 di Desa Sinar

Gunung, Kecamatan Sindang Daratan, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa  saksi  melihat  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

melangsungkan pernikahan;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No.
61/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung

Pemohon II bernama Sudirman;

- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Puase dan

Saito;

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II

adalah uang sejumlah dua puluh ribu rupiah dibayar tunai;

- Bahwa  pada  saat  menikah,  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II gadis;

- Bahwa  tidak  ada  halangan  dalam  pernikahan  Pemohon,  baik

karena  hubungan  keluarga,  hubungan  perkawinan  maupun  hubungan

satu susuan;

- Bahwa  selama  melangsungkan  pernikahan,  tidak  pernah  ada

masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;

- Bahwa  pernikahan  Pemohon  dilakukan  secara  syariat  Islam,

namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum

mendapatkan buku nikah;

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;

- Bahwa Pemohon mengajukan isbath  nikah untuk  mendapatkan

kepastian  hukum  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  agar

pernikahan  tersebut  tercatat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta

untuk  mengurus  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  hukum  dari

pernikahan Pemohon;

2. Dawan Harjo bin Tahari, tempat tanggal lahir, Sinar bulan, 10 Oktober

1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di

Desa  Sinar  Bulan,  Kecamatan  Lungkang  Kule,  Kabupaten  Kaur.  Saksi

merupakan Keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri

yang  telah menikah pada hari Senin, tanggal 18 Mei 1998 di Desa Sinar

Gunung, Kecamatan Sindang Daratan, Kabupaten Rejang Lebong;
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- Bahwa  saksi  melihat  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

melangsungkan pernikahan saat itu saksi berusia 22 Tahun;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung

Pemohon II bernama Sudirman;

- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Puase dan

Saito;

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II

adalah uang sejumlah dua puluh ribu rupiah dibayar tunai;

- Bahwa  pada  saat  menikah,  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II gadis;

- Bahwa  tidak  ada  halangan  dalam  pernikahan  Pemohon,  baik

karena  hubungan  keluarga,  hubungan  perkawinan  maupun  hubungan

satu susuan;

- Bahwa  selama  melangsungkan  pernikahan,  tidak  pernah  ada

masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;

- Bahwa  pernikahan  Pemohon  dilakukan  secara  syariat  Islam,

namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum

mendapatkan buku nikah;

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;

- Bahwa Pemohon mengajukan isbath  nikah untuk  mendapatkan

kepastian  hukum  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  agar

pernikahan  tersebut  tercatat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta

untuk  mengurus  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  hukum  dari

pernikahan Pemohon; 

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut,

Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang,  bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bermohon agar

Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  tentang  jalannya  pemeriksaan  di  persidangan

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah

perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal

Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

Pengadilan  Agama  secara  absolut  berwenang  memeriksa,  mengadili  serta

memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa Pemohon beralamat di  Desa Tebing Rambutan,

Kecamatan  Nasal,  Kabupaten  Kaur  yang  merupakan  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka

(4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama

Bintuhan;

Menimbang,  bahwa  untuk  keperluan  pemeriksaan  perkara,

berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg  pihak berperkara telah diperintahkan untuk

dipanggil  dan  menghadiri  persidangan  dan  pada  hari  sidang  yang  telah

ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara  in person di

sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung

dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal

18 Mei 1998 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Bintuhan,

dengan  demikian  Pemohon memiliki  kedudukan  hukum sebagai  pihak  yang

berkepentingan atas permohonan ini (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum

Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan

Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana

pengumuman Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 28 Juli 2023, hal tersebut

telah  sesuai  dengan  kehendak  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis

Peradilan  Agama  sesuai  dengan  Keputusan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (vide Buku II Edisi Revisi Tahun 2010

Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai
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hari  persidangan  untuk  permohonan  ini  tidak  ada  yang  keberatan  terhadap

permohonan isbat nikah a quo;

Menimbang,  bahwa  adapun  yang  menjadi  dalil  pokok  permohonan

adalah Pemohon bermohon agar  perkawinan Pemohon yang dilangsungkan

pada  hari  Senin,  tanggal  18  Mei  1998  di  Desa  Sinar  Gunung,  Kecamatan

Sindang Daratan, Kabupaten Rejang Lebong dapat ditetapkan sah (diitsbatkan)

untuk keperluan penerbitan akta nikah, karena sampai saat ini Pemohon tidak

mempunyai  kutipan  akta  nikah  dengan  alasan  sebagaimana  yang  tersebut

dalam posita yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dan  mempertahankan

kebenaran dalil  permohonannya,  Pemohon telah  mengajukan  2  (dua)  orang

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

kedua  saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi yang  diajukan  oleh Pemohon sudah

dewasa,  berakal  sehat,  dan  tidak  terhalang  menjadi  saksi  menurut  undang-

undang,  sebelum  memberikan  keterangannya  saksi  telah  bersumpah  terlebih

dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi telah syarat formil sebagai

saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Pemohon  telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon

dilakukan berdasarkan syari’at  Islam serta mengetahui  Pemohon mengajukan

isbath nikah untuk mendapatkan  kepastian hukum pernikahan Pemohon agar

pernikahan tersebut  tercatat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus

hal-hal  lain yang berkaitan dengan hukum dari  pernikahan Pemohon. Saksi-

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat

sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak

bertentangan  satu  sama  lain  serta  mendukung  kebenaran  dalil  permohonan

Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagai alat bukti  sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg,
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karenanya terhadap  alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk

diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  berdasarkan  keterangan  Pemohon  serta  hasil

pemeriksaan terhadap bukti  surat dan saksi,  Hakim telah menemukan fakta-

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah  pasangan  suami  isteri  yang   telah  menikah

pada hari Senin, tanggal 18 Mei 1998 di Desa Sinar Gunung, Kecamatan

Sindang Daratan, Kabupaten Rejang Lebong;

2. Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  Pemohon  II  adalah  ayah  kandung

Pemohon II bernama Sudirman;

3. Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Puase dan Saito;

4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah

uang sejumlah dua puluh ribu rupiah dibayar tunai;

5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

gadis;

6. Bahwa  tidak  ada  halangan  dalam pernikahan  Pemohon,  baik  karena

hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

7. Bahwa  selama  melangsungkan  pernikahan,  tidak  pernah  ada

masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;

8. Bahwa  pernikahan  Pemohon  dilakukan  secara  syariat  Islam,  namun

belum  didaftarkan  ke  P3N  setempat,  sehingga  Pemohon  belum

mendapatkan buku nikah;

9. Bahwa Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;

11. Bahwa Pemohon mengajukan isbath  nikah untuk  mendapatkan

kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan

tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal

lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut  di  atas,  Hakim

berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa perkawinan

antara Pemohon I  (Hermen bin Bustam) dengan Pemohon II (Erti Sunita binti
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Sudirman)  pada  hari  Senin,  tanggal  18  Mei  1998  di  Desa  Sinar  Gunung,

Kecamatan Sindang Daratan, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang,  bahwa ketentuan  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e)  Kompilasi

Hukum  Islam  menerangkan  bahwa  pengesahan  nikah  dapat  diajukan  ke

pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh  mereka

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1

tahun 1974, dan menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut di atas telah

memenuhi ketentuan Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Hakim

berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti  dan beralasan hukum, hal

mana  perkawinan  Pemohon  tersebut  di  atas  telah  memenuhi  unsur  syarat

rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum poin 2 patut untuk

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkawinan  Pemohon  telah

dinyatakan sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”,  serta  dengan

memperhatikan ketentuan Pasal  35 huruf  (a) dan Pasal  36 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu

memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  Kecamatan

Nasal, Kabupaten Kaur;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Putusan  Sela  Nomor

61/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal  14 Agustus 2023,  maka Pemohon dinyatakan

bebas dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  (Hermen bin Bustam) dan

Pemohon II (Erti Sunita binti Sudirman) yang telah dilaksanakan pada hari

Senin,  tanggal  18 Mei  1998 di  Desa Sinar Gunung,  Kecamatan Sindang

Daratan, Kabupaten Rejang Lebong.

3.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Memerintahkan Pemohon I  dan Pemohon II  untuk mencatatkan peristiwa

perkawinannya  tersebut  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur.

4.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian  ditetapkan  dalam  Penetapan  Hakim  Pengadilan  Agama

Bintuhan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.,

sebagai  Hakim  Tunggal,  Penetapan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Zulvayana, S.H.I.,

selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulvayana, S.H.I.

 Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.
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Perincian biaya:
Pendaftaran : Rp 0
Proses : Rp 0

Panggilan : Rp 0
Redaksi : Rp 0
Meterai : Rp 0
Jumlah : Rp 0

Terbilang Nol rupiah
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